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BAB IIXT
KERKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESTA MENURUT
UNDANG—UNDANG DASAR 1845

INDONESTA NEGA!

Pembahasan tentang negara Indonesia
menganut sistem Demokrasi Pancasila akan lebih

ditelash sapabila lebih dshulu diursikan

masalsah yang berkaitan dengan demokrasi itu sendiri.

1. Sistem Demokrasi

1gertian Demokrasi

Suatu negara vang menganut

demokrasi merupsaksn sustu bentuk pemerintahas

vang bersifat totaliter, otokrasi,
otoriter. Maksudnya adalah, negars
tersebut dihasilkan oleh
sebsgai Jawaban atau Jjalan keluar

mengatasi kemelut yang dialami oleh

untuk

suatu

masyarakat vang berbeda dibawah kekuasaan

pemerintah dalam suatu negara yang bersifat

otoriter. (Drs. M. Taopan, 198% : 18).

Secara harfiah perkataan demokrasi

mengandung arti pemerintahan rakysat

yang

berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Demos"”
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(rakyat) dan "Krati” (pemerintahan). (Dahlan
Thaib, 1991 : 198). Sedang menurut pengertian
istilah adalah sistem pengorganisasian
masyarakat negara vang dilakukan oleh

masvarakat itn sendiri atsn dendan bpersetniuan

masyarakat vang keseluruhan dan martabat
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
diakui, ditata, dan dijamin atas dasar
kenegaraan tertentu. (H. Amir Machmud,
1987 82)

Dari pengertian di atas dapat dipahami

beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan

demokrasi. (Dahlan Thaib, SH., 1981 : 189)
vaitu
1) Retertiban warga negara dalam pembuatan

keputusan politik.
2) Tingkat persamaan tertentu diantara wargsas
3) Tingkat kebebassn atau kemerdekssn tertentu

vang diakui dan dipakai warga negara.
4) Suatu sistem perwskilan.
5) Sistem pemilihan mayoritas.

Dengan kata lain dalam pemerintahan

demokrasi tersimpan unsur-unsur yang berupa
ciri konstitusional, ciri perwakilan, ciri

pemilihan wumum dan ciri kepandaian (Drs. M.
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Topan, 1889 : 25).

Macam-macam Demokrasi
Pemerintahan demokrasi dalam per-
kembangannya bervariasi, sehingga secara makna
dapat dikategorikan beberaps macam. Untuk
mengetahui jenis-jenisnya perlu didasarkan pada
beberapa prinsip. (Drs. M. Topan, 1889 : 28-31)
vaitu
1) Prinsip sifat penyaluran aspirasi/historis
digolongkan
a) Demokrasi langsung
Jenis ini 1lahir pertama kali di
kots Athena yang Jjumlah penduduknya
sangat terbatas sehingga wargs negara
yang berusis 18 tahun ke atas wajib
menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh
pemerintah untuk secars langsung
menyaiurnan pendapst, keinginan dan
aspirasinya kepada pemerintah.
b) Demokrasi tidak langsung
Jenis ini Jjuga dikensal sebagai
demokrasi perwakilan atau parlementer,
ini muncul sebagsi akibat dari semakin
berkembangnya populasi penduduk dengan

luas wilayah negara ysng besar disamping
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terbatasnya fasilitas penampungdan,
sehingga sulit untuk dapat menghimpun
seluruh warga yang berusia dewasa dalam
rangka penyaluran kehendak dan aspirasi
serta pengambilan keputusan bersama

seperti yang pernah terjadi di Athens.

2) Prinsip 1idiologis (pandangan hidup) suatu

bangsa digolongkan

a)

b)

c)

Demokrasi individual

Jenis ini dijiwai oleh paham
individualisme Yunani kuno. Karenanysa,
demokrasi diciptakan di kota Athena juga
dapat digolongkan pada jenis ini.
Demokrasi liberal

Jenis ini dijiwai oleh paham
liberalisme vang menekankan kepada
kebebasan yang bermuara kepada prinsip
materialisme. Jenis ini direnal sebagai
demokrasl parlementer.
Demokrasi rakyat

Jenis ini dijiwai oleh paham
sosialisme atau komunisme yang mengutama-
kan kepentingan negara/kumune dengan
mengabaikan kepentingan individu, tetapi
bukan rakyat yang berdaulat (memegang

kekuasaan tertinggi) dalam pemerintahan,
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melsinkan segelintir orang yang menguasai
partai sebagasi sarana untuk menguasai
negara.
d) Demokrasi Pancasila

Jenis ini diiiwai oleh paham
Pancasila vaitu falsafah hidup asli
bangssa Indonesia dengan berlandaskan
pada musyawarah untuk mencapai mufakat
dengan mengutamakan prinsip keseimbangan

kepentingan.

. r k :
Pemerintahan demokrasi menunjukkan
sejumlah c¢iri umum yang menonjol (Drs. M.

Taopan, 1989 : 24 - 28) yaitu
1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan
kepentingan rakyat banyak.
Dalam ciri ini terbentuk beberapa ciri
tambahan, yaitu
a) Ciri konstitusional, vaitu prinsip
kekuasaan, kehendak dsan kepentingan
rakyst diatur dan ditetapkan dalam
konstitusi vang kemudian mendasari
kegiatan-kegiatan operasional penyeleng-
garaan pemerintahan.

b) Ciri perwakilan, yaitu pelaksanaan
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kedaulatan rakyat diwakilkan sejumnlah
orang kepercayasn rakyat yang proses
terjadinya perwakilan rakyat ini,
ditetapkan dengan undang-undang dan dalam
politik bagi rakyat.

¢) Ciri pemilihan wumum, Vyaitu kegiatan
politik yvyang bertujuan sispa-siapa yang
dapat mewakili rakyat sesuai dengan
keputusan bebas dari rakyat pemilih.

d) Ciri kepartaian, yaitu adanya organisasi
sosial (partai) politik yang berfungsi
sebagai sarana perantara yang strategis
dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi.

Pemisahan/pembagian kekuasaan

Hikmah dari ciri ini adalah untuk
menghindari tindakan semena-mena dan untuk
menjamin hak asasi manusia, disamping itu
juga mengandung manfaat dari dua sedi,
yaitu

a) Dari sisi yang diperintah, maka rakyat
merupakan subyek dan sekaligus obyek,
maka mereka dapat mengetahui apakah
haknya diindahkan oleh pemerintah,
disamping Jjuga menyadari kewajiban yang
harus dilakukan dalam kegiatan proses

pelayanan haknya.



b) Dari segi pelaksana kekuasaan, maka
masing-masing saparat dari setiap bidang
kekuasaasn dapat mengetahui batas-batas
kewenangan, sehingga dalam proses
pela&anan kepada rakyat dapat dihindari
tindakan yang merugikan rakyat.

3) Tanggung jawab
Yang dimaksud adalah tanggdung jawab
timbal balik dan bukan sepihak. Artinya,
baik pemerintah maupun rakyat sama-sams
bertanggung Jjawab bagi kepentingan bangsa
dan negara/tanah air. Bobot tanggung jawab
masing-masing pihak berbeda menurut batas

hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
dua istilsh, yaitu sistem dan pemerintahan. Secara
umum pengertian sistem adalash suatu keseluruhan
vang terdir@ dari bagian-bagian yang satu dengan
yang lainnya saling berhubungan dan saling
ketergantungan, sedang pemerintahan dalam sarti
luas adalah segala urusan vang dilakukan
oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
dan kepentingan negarsa sendiri. Karenanysa,

dalsm membicarakan pemerintahan adalah membicara-
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kan bsagaimana pembagian serta hubungan antara
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-
kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggara-
kan kepentingan rakyat (Dahlan Thaib, SH.

1981 : 81).

pengertian

ditegashkan dalam tujuh kunci pokok,

berikut

8. Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukum (Rechsstaat).

b. Sistem hkonstitusional

c¢. Kekuasaan tertingi di tangan MPR.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
negara tertinggi di bawah majelis.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada HPR

f. Menter: negara adalah pembantu Presiden.
Menteri negara tidak bertanggung
MPR.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatsas.

Berkaitan dengan ketujuh kunci pokok ini

Bintang R. Saragih, SH, menyimpulkan

“Tidak tepat jika dikatakan bahwa Indonesia
menganut sistem pemerintahan parlementer,
karens dewan tidak dapat dibubarkan
oleh Presiden. Demikian pula tidak dapsat
dikatakan sebagai sistem pemerintahan
Presiden, karena Presiden tidak dipilih
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langsung oleh rakyat, dan Presiden dapat
diperhentikan oleh MPR, sebelum habis masa
jabatannnya karena melanggar GBHN”. (Bintang
R. Saragih, SH., 1985 : 81).

Namun demikian berdasarkan penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, paling tidak
ada tiga hal yang dapat disimpulkan (Dahlan Thaib,
1989 : 83 sampai halaman 84), vaitu :

a. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesis,
pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang
diwujudkan pada HPR.

b. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia,
Presiden adalah pemegang kekuasaan atas
jalannya pemerintahan negara.

c. Dengan kekuassaan eksekutif (pemerintah) ada
pada Presiden, tetapi dibatasi oleh HMPR, dan
kedudukan DPR vang kuat karena seluruh
anggotanya duduk sebagai anggota MPR, serta
adanya Mahkamah Agung vang menjalankan
fungsinysa yuaniratil. Adaiiya KeRuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudhikatif, tidak
lain merupakan distribution of power atau
kekuasaan dari MPR.

Dengan demikian, MPR mengatasi kekusasaan
dari 1lembaga negara lainnya, vyaitu : Presiden,
DPR, MA, DPA dan BPK sedangkan penempatan materi

rumusan passal 1 ayat 2 dalam rangka konstitusi-
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konstitusi modern yang umumnya mempunyai sistem
pemerintahan yang berassaskan demokrasi (Dahlan

Thaib, SH, 1981 : 85).

a. Sistem Demokrasi Pancasila

Secarsa bahasa perkataan Demokrasi
Pancasila berarti : “"Pemerintahan rakyat vyang
berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila"”
atau pemerintshan dari rakyat, oleh rakyst dan
untuk rakyat yang ditunjuk oleh 1lima prinsip
dasar, yaitu Pancasila, (Drs. M. Tsufan, 1988 :
45). Secara istilah dapat diartikan suatu
sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan
rakyat dengan asas musyawarah untuk mufakat
sebagal sarans utama bagl pemecahan masalah-
masalah politik, ekonomi, sosial dan religi dan
hankamnas demi mewnjudkan suatu kehidupan dan
spiritual (Drs. M. Taufan, 1981 : 58).

Inti demokrasi pancasila adalah rakyat
ikut menentuksn keinginan dan pelaksansannya.
Dalam demokrasi pancasila rakyat, adalah subyek
demokrsasi. Artinys raskyat sebagai keseluruhan
keinginan dan pelaksanaannya. Melslui MPR
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dalam
menentukan GBHN dan memilih serta menetsapkan

mandataris untuk melaksanakan GBHN tersebut.
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Berhasilnya pembangunan nasional sebagai
pengalaman pancasila tergantung pada
partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap
mental, tekad dan semangat, ketaatan dan
disiplin para penvelenggara serta selurnh
rakyat. Pengaturan partisipasi rakyst dsalam
kehidupan demokrasi itu secara positif
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Aturan ini diatur secarsa
melembaga, yaitu melalui perwskilan yang ada
vang dibentuk melsalui pemilihan umum. Rakyat

memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat

menyuarakan aspirasi rakyat. (Drs. AW. wijaya,
1984 : 32).
Perbedaan pendapat dalam demokrasi

pancasila wajar, hakekatnya musyawarah untuk
mufakat bahwa kita ini berbeda hak dalam arti
sifat Bhineka Tunggal Ika. Tetapi perbedaan
tersebut bukan untuk dipertentangkan tapi
dipelihara yang merupakan keksayaan dan khasanah
kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesisa.
Segala sesuatu harus diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat berdasarkan hikmat
kebijaksanaan. Jadi, tidak ada yang merass
dikalahkan. Segala hasil yasng telah disepakati

sesuai dengan musyawarah yang telah
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dilaksanakan harus diterima dengan penuh

tanggung jawsb (Drs. AW. Wijaya, 1884 : 33).
Dari wuraian tentang pengertian dan arti

Demokrasi Pancasila di atas, maka dapat

disimpulkan beberapa asas deri demabkraci

pancasila (Drs. AW. Wijaya, 1984 : 36 - 39)
vailtu
1) Assas menjunjung tinggi hak gsas8i dan,

martabat manusia. Dalam demokrasi pancasila

dijamin terlaksananya hak sasasi manusisa
dengan harus pula diikuti kewajiban-
kewajiban sasas, yang meliputi kewajiban
belajar, memberi suara, membayar pajak,

menjaga Kkeamanan, membels negara dan untuk
tunduk dan taat menjalankan segala peraturan
negara.

2) Assas kekeluargaan dan gotong-royong
kebebassn bersuara dan mengemukakan pendapal
dijamin dengan tanggung jawab. Dengan
demikian, tidak ada golongan yang disebut
mayoritas dan minoritas. Dalam hal ini tidak
selalu golongan yang kuat saja yang selalu
direnungkan, tetspi golongan 1lemah, yang
suaranya sedikit, turut Jjuga dimenangkan
asal saja bertanggung jawab.

3) Asas musyawarah untuk mufakat.



70

Permusyawaratan adsalah menyelesaikan
sesuatu dengan kekeluargaan dan memperhati-
kan kepentingan umum untuk mencapai kesatuan
pendapat atas dasar kehendsak rakyat hingga
mendapaf keputusan vang mendasarkan
kebulatan pendapat (mufakat). Jadi, dalam
mengambil keputusan hendsaklsh senantiassg
diselesaikan dengan mengadakan musyawarsah
untuk mencapal mufakat dan jika tidak
dimungkinkan, maka baru diambil dengan
keputusan suars terbanyak.

4) Asas demokrasi di bidang POLESOSBUD.

Pads dasarnya demokrasi pancasila
dapat dibedskan sesusi dengan bidangnysa,
antara lain. Bidang kenegaraan/pemerintahan,

politik, ekonomi, hankam, sosial budays.

b. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar
1945

Dalam teori hukum tsts negara Indonesis,

konsep demokrasi yang sekarang secara eksplisit
dapat dijumpai dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang -Dasar
1945 serta dalanm penjelasan Undang-Undang Dasar
1945. Didalamnya terdapat rumusan : “"Kedaulsatan

adalah di tangan rakyat merupakan unsur
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esensial di dalam paham demokrasi, ini
menunjukkan bahwa rakyatlah yang psaling
menonjol yaitu paling utama dan paling sentral.
Faham demokrasi dapat tegak jika didukung
oleh snatn wsdah, vaitn perangkat voang dipakai
sebagai alat atau sarana untuk mencapai cits-
cita disamping juga harus didukung oleh isi.
Antara wadah dan isi tersebut harus mengandung
nilai-nilai dan unsur-unsur vyang demokratis.
(Dahlan Thaib, SH, 1891 : 118) yaitu
1) Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaan dalam UUD 1945 cukup
menarik dalam mengatur mekanisme kekuasaan
sedemikian rupa mulai dari pemegang,
pembagian sampai pada pembatasan kekuasaan.
Konstitusi kita menetapkan bahwa
pemegang kekuasaan adalah rakysat dan
dilakukan sepenuhnya oleh HPR, wmerupakan
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian di dalsm menjalankan kekuasaannya
MPR  mendelegasikan atau membagi-bagikan
sebagian kekussaannya kepada lembaga-lembags
lain di daerahnya, selain memegang kekuasaan
eksekutif, legislatif, yudikatif inspektif
dan kuasalitatif.

2) Konsep pengambilan keputusan
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Dalam kaitan ini UUD 1845 mengdariskan
ketentuan-ketentuan yang mengandung pokok
pikiran pengambilan keputusan yvang
berdasarkan
Pertama : keputusan itu didasarkan kepadsa

musyawarah sebagai asasnya. Arti-
nya, segala keputusan yvang diambil
sejauh mungkin diusahakan musyawa-
rah untuk mencapsi kemufakatan.
KEedua : apabila kemufakatan tidak tercapai
maka dimungkinkan pengambilan
keputusan itu ditempuh melalui
suara terbanysak.
Konsep pengawasan
Konsep pengawasan ini mengambil

Undang-Undang Dsasar 1945, pads dasarnya

ialah

Pertama : dilakukan oleh seluruh wargs
negara, dikarenakan di dalam
sisten kekuasaan wargs negara
Indonesia berada di tangan rakyat.

Kedua : secara formal kenegaraan,

pengawasan berada pada DPR.
Konsep partisipasi
UUD 1945 mengisyaratkan bahwa konsep

partisipasi adalah menyangkut seluruh aspek-
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aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakat-
an dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh
warga negara Indonesia.

Konsep-konsep tersebut merupakan wadsh
vang disediakan oleh Undang-Undang Dasar
1845 demi tegaknya faham demokrasi dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Jadi,
penegakkan dan pemurnian demokrasi menurut
pengertian dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
utama &adalah penegakkan kedaunlatan rakyat
melalul sistem perwakilan yvang memungkinkan
setiap warga negara dan kelompok dalam

masyarakat betul-betul dapat berpartisipasi

dalam proses pembuatan keputusan. Dalam
kaitan ini Dahlan Thaib, SH, menegaskan
bahwa

Dalam proses awal penentuan wakil-
wakil rakyat 1lewat pemilihan umum,
haruslah ada suasana yang memungkinkan
setiap warga negara betul-betul
merasakan dan menikmati suasana
kebebasan menurut tata cara demokrasi
dengan memilih langsung wakil-wakilnya
vang dipandang cakap dan jujur
untuk memperjuangkan kepentingannysa”.
(Dahlan Thaib, SH, 1981 : 124 - 125).

B. KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

Dusa kalimat penting yang bersumber dari
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penjelasan Undang-Undang Dasar yaitu "Indonesia
negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)
dan negara Indonesisa berdasar atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machtsstasat).

Menurut salah satu pakar
terkenal yaitu Oemar Seno Adji, berpendapat
negavra hukum Indonesia memiliki eciri-ciri
Indonesia, karena pancasila harus diangkat
dasar pokok dan sumber hukum, maks negara hukum
Indonesis dapat pulsa dinamakan negara hukum
pancasilse. Salah satu ciri pokok dalam negarsa hukum
pancasila ialah adanya jaminan kebebasan beragama
secara positif artinya tiada tempat bagi atheisme
atau propaganda anti agama di bumi Indonesia Ciri
vang kedua adalah tiads pemisshan Vyang rigid dan
ratlak antara sgama dan negara, karena agama dan
negara berada dalam hubungan yang harmonis. (Dr. &,
Muhammad Tahiri Azhary, SH. 1981 : 68).

Pakar hukum yang lain yaitu Padmo Wahyono,
menelash negara hukum pancasila dengan bertitik
pangkal dari asas kekeluargsan yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1845. Dalam asas kekeluargaan

"

maka vang dintamskan adalah Rakyat banyak, namun
harkat dan martabat manusias tetap dihargai ; pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas
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asas kekeluargaan ini"”. Dalam pasal ini menjelaskan
bahwa yang penting adalah kemakmuran masyarakat dan
bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang
berusaha sejsuh tidak mengenai hajat hidup orang
banyak. Maka konsep negara hukum pancasila harus
dilihat dari sudut asas kekeluargsan 1ini. Padmo

untuk

cr

Wahyono memahami hukum adalah suatu alaf

0

menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban :
dan menyelenggarakan sosial. Pengdertian ini tercantua
dari rumusan penjelasan UUD 1845 vyang berbunyi
"Undang-Undang Dasar hanys memuat aturan-aturan pokok
dan hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi
kepada pemerintah pusat dan lain-lain. Penyelenggara
negara untuk menyelenggarskan kehidupan negara dan

kesejahteraan sosial. Disamping itu dalam UUD 1845

4

terdapat suatu penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga

D

mengakui eksistensi hukum tidak tertulis selain hukum
yvang tertulis.

Padmo Wshyono menjelaskan ada tiga (3) fungdsi
hukum dilihat dari cars pandang berdasarkan asas
kekeluargaan yaitu :

1. Menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh
(7) pokok sistem pemerintahan negarsa dalam

penjelasan UUD 1845.

2. Mewnjudkan keadilan sesuai dengan pasal 33 Undang-
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Undang Dasar 1845.
3. Menegakkan prikemanusisan yang didasarkan kepada
keTuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara

adil dan beradab. Dan fungsi hukum di Indonesia

adalah
Indonesia.
Asal-usul berdirinya negara Indonesia menurut
Padmo Wahyono yaitu dalam negara hukum pancasila ada
suatu anggapan bahwa manusisa dilshirkan dalam

hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan. Karena

itu negara tidak terbentuk karena suatu “perjanjian

yvang dualistis melainkan atas berkat rahmat Allsh
Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan
luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maksa rakyst Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdeksannya" . Konstruksi yang didasarkan atas asas
kekeluargaan, itu bukan suatu vertrag (menurut
pandangan pribadi) melainkan suatu kesepakatan satu
tujuan. Dengan petunjuk ini maka dapat dirumuskan
bahwa negara menurut bangsa Indonesia ialah suatu
kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong oleh
keinginan 1luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil

dan makmur. (Dr. H. Muhammad Tahir Azhari, SH.
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1991 : 71).

SISTEM POLITIK DI INDONESIA MENURUT UUD 1945

Dasar utama pencerminan idiologi pancasila yang
bersifat kekeluaigaan pada kehidupan bernegara bangssa
Indonesi dapat dilihat dalam teori bernegara dalam
cara pandang integralistik Indonesisa, yaitu negarsa
dibentuk sebagaimana dirumuskan di dalam alenia
ketiga pembuksan Undang-Undang Dasar 18495 vaitu
berbunyi “"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yvang bebas maka rakyat
Indonesisa menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Rumusan ini bila dikembangkan lebih lanjut akan
melshirkan suatu pengertian bahwa kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh HMPR.
Jelas di sini bahws kedasulatan tetap ada di tangan
rakyast, sedsng gerak kenegaraan dilaksanakan oleh MPR
yvang mencerminkan kesatuan (integral) dengan cara
musyawarah, dimana pengambilan keputusannya dengan
mufakat suars terbanyak dan atau suara 2/3. Sebagai
pelaksana gerak kenegaraan ditunjuk seorang
mandataris MPR yaitu seorang presiden. (Cartion
Clymer, 1985 : 98).

Ketentuan pokok mengenai sistem politik yang

diatur dalam UUD 1945 merupakan pembagian kekusaan
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dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia

adalah

1. Bentuk negara kesatuan Indonesia adalah Republik.
Dengan demikian kedaulataan adalah di tangan
rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh badan

t g |
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yang disebut MPR. MPR ini keanggotaannya terd
dari DPR, suatu badan yang mempunyal peransan
legislatif yang dipilih secara berkala 1lima (3)
tahun sekali melalui pemilihan umum, dengan
golongan-golongan serta utusan daerah yang Jjumlah
dan pengaturannya ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dengan menetapkan keanggotaan HKPR semacam itu
diharapkan MPR dapat menjadi perwujudan dari
seluruh rakyat Indonesia, yang melalui wadah ini
setiap orang, golongan maupun terwakili. MPR ini
minimal bersidang sekali dalam masa tugasnya yaitu
lima tahun untuk menetapkan presiden dan wakil
presiden, Undang-Undang Dasar, dan GBHN.

2. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem
presidensial, dengan demikian presiden sebagai
kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan vang
sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnyasa.
Sebagai penerima mandat dari MPR, maka presiden
bertanggung jawab langsung kepada MPR. Tugas
penting presiden adalah melaksanakan keinginan

rakyat yang terwujud dalam GBHN vyang ditetapkan



oleh MPR untuk kurun waktu 1lima tahun, dalam
pmelaksanakan tugasnya presiden disamping dibantu
oleh seorang wakil presiden juga oleh sejumlah
menteri dan langsung bertanggung Jjawab kepada
presiden. Meskipun menteri.merupakan pembantu dan
tergantung kepada presiden akan tetapi para
menteri mempunyai kedudukan dan
dalam menjalankan kekuasaan pemerintah secarsa
operasional. ://’
kelancaran tugasnya presiden disanmping
sebagai kepala eksekutif juga dilengkspi dengan
sejumliah kekuasaan legislatif dan vudikatif.
Kekuasaan legislatif vang dimaksud adalah
perumusan Undang-Undang dan Undang-Undang
oleh presiden dengan DPR. Disamping Undang-Undang
presiden Juga menetapkan peraturan pemerintah.
Sementara kekuasaan yudikatif, tercermin dari
haknya untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi,
dan 1rehabilitasi, sebagaimana yang tercantum di
dalam Undang-Undang Dasar 18945 pasal 14. Dengsan
demikian dapat disimpulksn bahwa dalam Undang-
Undang Dasar 1845 badan legislatif dan eksekutif
anggotanya terdiri dari orang-orang atau badan-
badan yang sama. (Prof. Dr. Ismail, SH., M.C.I.,
1985 : 24).

3. Secara operasional, fungsi legislatif dan



pengawasan dilaksanakan oleh DPR. Badan ini
bersama presiden bertugas memerintah, juga
bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan,
apakah telah sesuai dengan GBHN yang ditetapkan
MPR. Meskipun presiden tidak bertanggung Jjawab
kepadanya melainkan kepada MPR, badan ini tidak
lemah sebab DPR tidak dapat dibubarkan oleh
presiden, dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan
ia (DPR) diberi sejumlah hak, diantaranya adalah
memorandum terhadap presiden bila dianggap
presiden dianggap telah melanggar Undang-Undang
Dasar dan GBHN. Presiden harus memperhatikan
memaorandum DPR sebab bila tidak, DPR dapat
mengundang seluruh anggota MPR untuk meminta
pertanggungjawaban presiden dan hal ini dijamin
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1845 dan hal
ini ditegaskan pula oleh presiden dengan kata-kata
beliau "bahwa DPR sekedar membantu tetapi Juga
mengontrol, Jjikalau presiden/mandataris dan isa
punys pembantu-pembantu menyeleweng dari pada GBHN
vang ditentukan oleh MPR itu, DPR mengetoknya, hal
ini sesuai Jjuga dengan tap MPR dalam pasal 7
ketetapan MPR No. IV/1978 tentang kedudukan dan
hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara
dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara

ditetapkan :



81

a. Apsabila DPR mengdanggap presiden sungguh
melanggar hukum negara, maka DPR menyampaikan
memorandum untuk mengingatkan presiden.

b. Apabila dalam waktu tiga bulan presiden tak

memperhatikan memorandum DPR tersebut pada ayat

2 pasal maka DPR menyampaikan memorandum
yvang kedus
c. Apabila dalam waktu satu bulan memorandum

kedua tersebut pada ayat (3) pasal 1ini,

diindahkas oleh presiden, maka DPR

meminta majelis mengadakan sidang istimews

untuk meminta srertanggungjawaban presiden

(Prof. Dr. Ismail SH., M. C. I., 19835 : 28).
Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh sebuah
dengan susunan yang diatur oleh undang-undang
Mahkamah Agung merupakan badan yang lepas

pengaruh pemerintah untuk menjamin kebebasan

ini dari pengaruh pemerintah dilak
undang-undang.

Dissmping badan-badan yang disebut di atas, diatur
pula beberapa badan lain seperti DPA, yaitu suatu
badan vang bertugas memberi pertimbangan kepada
presiden, dengan demikian, ia merupakan sebuah
badan penasehat belaka. Presiden bebas untuk
menerima atau menolak pertimbangan yang diajukan

oleh badan ini. Disamping itu juga terdapat Badan
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Pemeriksa Keuangan (BPK), suatu badan vang
bertugas mengawasi pemakaian keuangan negara.
Karena Indonesia merupakan suatu negara kepulauan
vangd terdiri dari ribuan pulau sebagaimansa
diuraiksn terdahulu, maka masalah daerah Jjuga
diatur melalui Undang-Undang Dasar sebagai negara
kesatuan, maka Indonesia tidak mempunyai daerah di
lingkungannya yang bersifat negara pula. Dengan
demikian tidak ada negara bagian sebagaimana
dikenal di dalam bentuk federalisme. Pengaturan
daerah dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia
ke dalam beberapa daerah yang disebut propinsi.
Selanjutnya setiap propinsi dibagi-bagi secara
bertinghat menjadi daerah vyang lebih kecil.
Penetapan pembagian wilayah ini secara rinci
dilakukan melalui undang-undang dan peraturan
daerah. Bagi daerah tertentu, yang menurut asal
mulanysa mempunyal riwayat khusus, dapat
dipertimbangkan menjadi daerah istimewa dengan
tujuan mempertahankan kekhususan daerah tersebut,
(Carlton Clymer Rodee, 1995 : 5903.

Peraturan daerah dilaksanakan dengan model
desentralisasi, dalam arti daerah diberikan dalam
batas-batas tertentu, hak otonomi untuk mengurus
kepentingannya sendiri. Dalam daerah-daerah yang

mempunyai hak otonomi ini dibentuk pula badan-
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badan perwakilan daerah.

D. BEBERAPA KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1943
1. Memegang kekuasaan tertinggi ABRI, yang terdapat
dalam pasal 10 UUD 1945,
2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, yangd
terdapat dalam pasal 11 UUD 1945.

3. Menyatakan keadaan bahaya, yang terdapat dalam

pasal 12.
4. - Presiden mengangkat duta dan konsul.
- Presiden menerima duta negara lain, vang

terdspat dalam pasal 13 ayat 1 dan 2.
5. Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan
rehabilitasi, vang terdapat dalam pasal 14.
6. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-1lain

tanda kehormatan, yang terdapat dalam pasal 15.



